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Abstrak

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan terkat degnan 4 pilar
berbangsa dan bernegara. Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Kebineka
tunggal Tkaan, dan NKRI. Konsep ini digagas oleh alm Taufik Kiemas, beliau menggagas
konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam
menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana
untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau
penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat, begitu halnya juga
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. 4 pilar tersebut penting untuk kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kalau kita hanya berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar dan
pandangan hidup bangsa Indonesia, juga sebagai alat pemersatu bangsa, UUD 1945 adalah
merupakan konstitusi dalam bernegara. Dua hal ini saja sudah menjadi sesuatu yang sangat
fundamental bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan negara, tetapi bagi Almarhum
Taufik Kiemas, dua pilar ini belumlah cukup, beliau mengeluarkan gagasan Empat Pilar
Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Tka dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Dalam pemikiran almarhum Empat Pilar ini adalah mutlak dan tidak
bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.

Keyword: Empat Pilar; Berbangsa Bernegara;

Abstract

This community service aims to socialize the 4 pillars of nation and state. Indonesia has pillars in
the life of the nation and state, not just one but 4 pillars, namely Pancasila, the 1945 Constitution
of the Republic of Indonesia, Diversity in Diversity, and the Republic of Indonesia. This concept
was initiated by the late Taufik Kiemas, he initiated this concept considering that these four
pillars are absolute and cannot be separated in maintaining and building the integrity of the
nation. Just like a building where to make the building sturdy and strong, pillars or supports are
needed so that the building can stand firm and strong, so it is in the life of this nation and state.
The 4 pillars are important for the life of the nation and state. If we only think of Pancasila as
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the basis and way of life for the Indonesian nation, as well as a means of unifying the nation, the
1945 Constitution is the constitution of the state. These two things alone have become something
that is very basic for the Indonesian people in running the country, but for the late Taufik Kiemas,
these two pillars were not enough, he issued the idea of the Four Pillars of the Nation, namely,
Pancasila, the 1945 Constitution, Unity in Diversity and the Unitary State of the Republic of
Indonesia. (NKRI). In the thought of the deceased, the Four Pillars are absolute and cannot be
separated in maintaining and building the integrity of the nation.

Keywords: Four Pillars; nation state;

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar. Konsep ini digagas oleh alm Taufik
Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak
dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.
Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebutp
menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut
dapat berdiri dengan kokoh dan kuat, begitu halnya juga dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara ini.

Keempat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut adalah :

1. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia.

2.Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis
(basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

3. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia.
Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat
“Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

4 NKRI(NegaraKesatuanRepublikIndonesia). NKRIadalahbentukdarinegaralndonesia,
dimana negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, selain itu juga bentuk
negaranya adalah republik, kenapa NKRI, karena walaupun negara Indonesia terdiri
dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan
bangsa yang bernama Indonesia.

Mengapa, 4 pilar tersebut penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kalau kita hanya berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa
Indonesia, juga sebagai alat pemersatu bangsa, UUD 1945 adalah merupakan konstitusi
dalam bernegara. Dua hal ini saja sudah menjadi sesuatu yang sangat fundamental
bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan negara, tetapi bagi Almarhum Taufik
Kiemas, dua pilar ini belumlah cukup, beliau mengeluarkan gagasan Empat Pilar
Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Tka dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Dalam pemikiran almarhum Empat Pilar ini adalah mutlak

dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.
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Kemudian apakah implementasi empat pilar ini sudah terlaksana dengan baik,
rasanya seperti jauh panggang dari api. Dua pilar Pancasila dan UUD 1945 saja masih
belum terasa penerapannya. Pancasila baru saja masuk kedalam kurikulum pendidikan,
sementara amanat UUD 1945 masih banyak yang diabaikan. Semangat persatuan
dan kesatuan bangsa saat ini sudah mulai tergoyahkan, dan itu pada akhirnya akan
mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keprihatinan terhadap
hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah agaknya yang menginspirasi Taufik
Kiemas mengeluarkan gagasan Empat Pilar Kebangsaan. Kalau dicermati empat pilar
ini memanglah penyanggah persatuan dan kesatuan bangsa, dan empat pilar inilah yang
menjadi inspirasi kekuatan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang terus
digelorakan sebagai penyemangat perjuangan mereka, lantas bagaimanakah dengan
saat ini ? Kita sudah kehilangan Roh ke empat pilar tersebut, melihat segala realita yang
sedang terjadi di negara Indonesia ini.

Bangsa ini terutama para pemimpinnya sudah mengalami degradasi moral secara
signifikan, melakukan tindak kejahatan korupsi bukan lagi dianggap sesuatu yang
memalukan, kejahatan korupsi sudah dianggap prestasi dalam mengumpulkan pundi-
pundi kekayaan, mengumpulkan kekayaan menjadi tugas utama mereka saat menjadi
pejabat negara, sehingga tugas negara terabaikan begitu saja. Sungguh suatu hal yang
sangat memilukan, melihat kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan 4 pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, sudah saatnya gagasan empat pilar oleh
Taufik Kiemas tersebut sudah selayaknya dilanjutkan dan diimplementasikan secara
benar, agar negara ini tidak melupakan bahwa negara ini mempunyai 4 pilar penting
yang harus selalu dijaga dan juga harus dijalankan dalam setiap kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Dari uraian diatas maka perlu dikaji lebih mendalam bagaimana eksistensi Empat
Pilar Berbangsa Dan Bernegara di Indonesia ?, sebagai konsepsi kenegaraan bagi bangsa
untuk dapat berdiri kokoh dan dapat meraih kemajuan yang berlandaskan keperibadian

bangsa Indonesia yang mandiri.

PEMBAHASAN

Setiap negara pasti mempunyai pondasi, pilar, dasar-dasar negara, begitu halnya juga
dengan negara Indonesia, negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar. Konsep ini digagas oleh alm
Taufik Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak
dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti
halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh
dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri
dengan kokoh dan kuat, begitu halnya juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

111.
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Adapun empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:
A. Pancasila Idiologi Nasional Bangsa Indonesia

Pancasila memiliki berbagai fungsi bagi bangsa Indonesia, suatu ketika Pancasila
berfungsi sebagai dasar negara, suatu ketika dipandang sebagai ideologi nasional, suatu
ketika sebagai pandangan hidup dan suatu ketika sebagai ligatur bangsa. Pancasila
sebagai dasar negara berfungsi sebagai acuan bagi warganegara dalam memahami
hak dan kewajibannya sebagai warganegara, sehingga berkaitan dengan pengelolaan
dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan
Redpublik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai acuan bagi
bangsa Indonesia dalam mengelola berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan yang
ingin diwujudkan oleh negara. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam
dikelola sesuai dengan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.!

Dalam rangka memahami, untuk selanjutnya meyakini Pancasila sebagai ideologi
bangsa yang dapat dibanggakan dan handal dalam menghadapi berbagai permasalahan
bangsa di masa depan, maka dipandang perlu untuk mengupas secara lebih mendalam
hal-hal berikut :

1. Pengertian ideologi;

. Lahir, tumbuh-kembang ideologi;
. Pancasila adalah suatu ideologi;
. Pancasila adalah ideologi terbuka;

. Pancasila di tengah-tengah ideologi lain;

S U s W N

. Upayauntukmempertahankan, memapan-kandanmemantapkanideologiPancasila.

a. Pengertian Ideologi

Ideologiberasaldarikata Yunaniideinyangberartimelihatdanlogiayangberartikata
atau ajaran, sehinggaideologi adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah fikiran.
Selanjutnya A. Destult de Tracy (+ 1836) berpendapat bahwa ideologi merupakan
bagian dari filsafat ( science des idees ), yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-
ilmu lain seperti pendidikan, etika dan politik.

Dr. Alfian berpendapat bahwa ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang
berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh
dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai
wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai dasar tersebut biasanya bersumber
dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup
dalam realita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka berkonsensus untuk
menjadikannya ideologi.

Prof. Padmo Wahjono,SH, ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa,

falsafah hidup bangsa, berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir

1 Kaelan MS., Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hal. 107
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di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam
hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke yang dicita-
citakan.

Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo memberikan arti ideologi sebagai keseluruhan
pandangan cita-cita, nilaidankeyakinanyangingin mereka wujudkan dalam kenyataan
hidup yang konkrit.

Dari berbagai pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi
adalah: Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sitem nilai yang utuh,
bulat dan mendasar; Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah
hidup suatu bangsa;Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan

bersama;Menjadi landasan yang tangguh dan arah dalam mencapai cita-cita bersama.
b. Lahir, tumbuh-kembang Ideologi

Sekurang-kuran g nya terdapat dua pandangan mengenai proses terbentuknya
suatu ideologi. Pandangan pertama menyatakan bahwa suatu ideologi yang berisi
konsep-konsep yang abstrak terjadi melalui proses yang disebut inkrimental, secara
berangsur-angsur, yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembang
suatumasyarakat, sehingga suatu ketika diakui adanyanilai dasar, atau prinsip tertentu
diterimasebagaisuatukebenaranyangdiyakininya,untukselanjutnyamenjadipegangan
dalam hidup bersama. Nilai dasar dan prinsip dasar tersebut berkembang menjadi
pandanganhidupataufilsafathidupyangterjabardalamnorma-normadalamkehidupan
suatu masyarakat. M. Syafaat Habib berpendapat bahwa ideologi lahir dan kemudian
berkembang dari kepercayaan politik yang terbentuk dari kemauan umum, perjanjian
masyarakat, sebagai realitas historis.

Untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan prinsip yang terjabar dalam norma
kehidupan, diperlukan seperangkat aparat, mulai dari bentuk yang sederhana, sampai
bentuk yang rumit. Dalam masyarakat yang masih sederhana kita kenal yang kita
sebut pendukung atau penjaga norma (normendrager).

Pandangan kedua menyatakan bahwa ideologi merupakan hasil olah fikir para
cendekiawan untuk kemudian dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Contohnya Thomas Jefferson dengan menilai situasi kehidupan yang
berkembang pada zamannya, menarik kesimpulan sehingga terumus menjadi suatu
deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang bernafaskan ideologi liberalisme yang
individualistik. Demikian juga Karl Marx mendeklarasikan suatu faham Marxisme,
yang merupakan olah fikir yang merupakan derivasi dari pandangan Schopenhauer
danHegel, sebagaitanggapan terhadap perkembangan masyarakatyang adapadawaktu
itu, yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara menjadi manifesto komunis.
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Alfian menyatakanbahwa pada umumnyaideologi mengandung dinamika internal
yang memungkinkan untuk selalu memperbaharui diri atas maknanya sehingga selalu
relevandengantantanganzamannya,dengantidak mengingkarihakikatdanjatidirinya.
Dengancarainidiharapkanmempermantap, mempermapandan memperkuatrelevansi
ideologiitudenganmasyarakatnya.Halinidapatterwujudapabilaideologitersebutberisi
nilai-nilai dasar yang berkualitas, masyarakat yang bersangkutan memiliki persepsi,
sikap dan tingkah laku yang memadai, serta memiliki kemampuan mengembangkan
pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang ideologi tersebut.

Dr.WilliamT.Bluhm,yangdikutipolehM.SyafaatHabibmenyatakanterdapatempat
teori mengenai timbulnya ideologi, yakni (1) bahwa ideologi merupakan rasionalisasi
kepentingan yang akan terwujud dalam kehidupan politik; (2) ideologi muncul secara
bebasrasionaluntuk mewujudkanhakikatkebenaran; (3) ideologi timbul tidak disadari
sebagai jawaban kesulitan-kesulitan sosial yang timbul dalam masyarakat, sehingga
ideologi berfungsi remedial dan kuratif; (4) ideologi sebagai realisasi hubungan antara
perasaan dan arti hidup (sentiment and meaning), dalam rangka memberikan makna
hidupyangbarudansegar, yang bermuara pada tersusunnya program-program maupun
platform praktis, sebagai bekal otoritas politik bagi pembangunan.?

c. Pancasila adalah suatu Ideologi

Langkah yang harus kita bahas lebih lanjut adalah benarkah Pancasila memenuhi
syarat sebagai suatu ideologi, yang berisi gagasan, cita-cita, nilai dasar yang bulat dan
utuh, yang merupakan kemauan bersama bangsa, dan menjadi landasan statis dan
memberikan arah dinamis bagi gerak pembangunan bangsa.

Seperti di depan telah dikemukakan, Pancasila berisi konsep yang mengandung
gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang bulat, utuh dan mendasar mengenai eksistensi
manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat dipergunakan
sebagailandasandalamhidupbermasyarakat,berbangsadanbernegara. Konseptersebut
secara singkat adalah:

1. Religiositas,suatu konsep dasar yang mengandung gagasan dan nilai dasar mengenai
hubungan manusia dengan suatu realitas mutlak, apapun namanya. Sebagai akibat
terjadilah pandangan tentang eksistensi diri manusia, serta sikap dan perilaku
devosi manusia dalam hubungannya dengan Yang Maha Esa.

2. Humanitas, suatukonsep yang mendudukkan manusiadalamtatahubungan dengan
manusiayanglain. Manusiadidudukkan dalamsaling ketergantungan sesuaidengan
harkat dan martabatnya dalam keadilan dan keberadaban sebagai makhluk ciptaan
Yang Maha Benar.

3. Nasionalitas, suatu konsep yang menyatakanbahwamanusiayangbertempattinggal

di bumi Nusantara ini adalah suatu kelompok yang disebut bangsa. Sikap loyalitas

2 B P 7 Pusat, Pancasila sebagai Ideologi. BP 7 Pusat. Jakarta, hal. 87
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warganegara terhadap negara-bangsanya merupakan suatu bentuk tata hubungan
antara warganegara dengan bangsanya.

4. Sovereinitas,suatukonsepyang menyatakanbahwayangberdaulatdalamkehidupan
berbangsadanbernegaradilndonesiaadalahrakyat,suatukonsepdemokrasi,dengan
ciri kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.

5. Sosialitas, suatu konsep yang menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan
denganberdirinya NKRI. Yang ingin diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh
rakyat, bukan perorangan.

Konsep dan nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut merupakan pandangan
yang bersifat universal, merupakan kepedulian para pakar dan cendekiawan sejak
zaman purba sampai dewasa ini. Perbedaannya bahwa konsep-konsep dan nilai yang
terkandung dalam Pancasila tersebut saling terikat menjadi suatu kesatuan yang utuh
dan sistemik, sehingga membentuk suatu ciri khusus atau orisinal, yang merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ideologi.?

Sementara itu pada waktu dirumuskan pada tahun 1945, prosesnya tiada berbeda
dengan proses kelahiran deklarasi kemerdekaan Amerika. Bahwa Pancasila digali dari
realitas kehidupan yang ada di masyarakat, dan mendapat kesepakatan secara bulat
dari wakil rakyat pada waktu itu. Dengan demikian maka Pancasila dapat disejajarkan
dengan ideologi lain di dunia, bahkan mungkin memiliki kelebihan.

d. Pancasila adalah Ideologi Terbuka

Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dinyatakan sebagaiideologi
terbuka. Demikian juga pada masa reformasibeberapa Ketetapan MPR RI menetapkan
Pancasila sebagai ideologi terbuka.

MenurutDr. Alvian,suatuideologi terbukamemilikitigadimensi, yakni (1) dimensi
realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara
riil berakar dan hidup dalam masyarakat, (2) dimensi idealisme yaitu bahwa ideologi
tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, dan (3) dimensi
fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki
keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Selanjutnya dikemukakan bahwa Pancasila tidak diragukan memiliki tiga dimensi
tersebut, pertamabahwanilaidasar yang terdapat dalam Pancasilamemangsenyatanya,
secarariil, terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar
tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. Kedua bahwa nilai
dasar yang terdapat dalam Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang
lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama;

ketiga bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan

3 Franz Magnis — Suseno, Etika Politik, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 56
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merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya,
tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jatidiri yang terkandung dalam
nilai dasarnya.

Sebagai ideologi terbuka Pancasila diharapkan selalu tetap komunikatif dengan
perkembangan masyarakatnya yang dinamis dan sekaligus mempermantap keyakinan
masyarakat terhadapnya. Maka ideologi Pancasila harus dibudayakan dan diamalkan,
sehingga akan menjiwai serta memberi arah proses pembangunan dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

. Pancasila di tengah-tengah Ideologi Dunia

Sejarah umat manusia memberikan suatu bukti secara jelas bahwa abad ke dua
puluh, sekurang-kurangnya paruh kedua abad dua puluh terjadi suatu persaingan
yang ketat antara ideologi liberal kapitalistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan
ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan tersebut berkembang
menjadi perang dingin, dan dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur.

Tidak tahan akansituasitersebutbeberapa pemimpin Negara Asiadan Afrika, yang
di-provoke oleh Bung Karno, pada tahun 1955 menyelenggarakan suatu konferensi
negara-negara yang tidak terlibat pada blok barat, maupun blok timur di Bandung.
Konferensi tersebut yang melahirkan organisasi negera-negara non blok. Tujuan
organisasiiniadalahmenuntutterciptanyaduniayangadilsejahteradandamai. Apabila
kita cermati maka tujuan tersebut tiada lain adalah tujuan yang ingin diwujudkan
oleh Pancasila.

Sebagailangkah lebih lanjut dari perjuangan negara non blok tersebut pada tanggal
30 September 1960 Bung Karno berpidato di depan PBB, dengan tema “To build the
World Anew,” menawarkansuatuideologiyang diharapkan dapat memberikankeadilan
dan kedamaian dunia. Ideologi tersebut adalah Pancasila yang oleh bung Karno disebut
sebagai hogere optrekking dari Declaration of Independence USA dan Manifesto Komunis
USSR.

Ternyatamemasukitahun 1990-anideologi komunis mengalamikemerosotanyang
luar biasa, atau mungkin suatu kemunduran, hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya
ideologiyangtidakmungkinbertahandieraglobalisasi.Sementarainiideologiliberalisme
yang memiliki ciri kebebasan, dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar di
seantero dunia. Namun perlu dicatat bahwa masuknya liberalisme di beberapa negara
berkembangmenimbulkankesukarantersendiri,sepertiterjadinyakebebasanyangtidak
terkendali sehingga menimbulkan kesukaran tersendiri. Sekularisme yang biasanya
menyertai faham liberal ini di beberapa negara berkembang, yang berorientasi pada

agamatertentu, menjadipenghalang.OlehkarenaituPancasilayangmerupakanideologi
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terbukadan memberikan peluang untukberibadahsesuaidenganagamamasing-masing

memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut.*
B. Undang Undang Dasar Negara Republik Idonesia 1945

Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih
dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami
prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan
evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai
undang-undang yang menjadi derivatnya.

Beberapa pihak membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang
dasar. Misal dalam kepustakaan Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L.J. van
Apeldoorn, bahwa konstitusi berisi seluruh peraturan-peraturan dasar, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis, yang berisi prinsip-prinsiup dan norma-norma hukum
yang mendasari kehidupan kenegaraan, sedang undang-undang dasar hanya memuat
bagian yang tertulis saja. Istilah undang-undang dasar sangat mungkin terjemahan dari
grondwet (bahasa Belanda), yang berasal dari kata grond yang bermakna dasar dan wet
yang berarti hukum, sehingga grondwet bermakna hukum dasar. Atau mungkin juga dari
istilah Grundgesetz yang terdiri dari kata Grund yang bermakna dasar dan Gesetz yang
bermakna hukum. Sangat mungkin para founding fathers dalam menyusun rancangan
UUD mengikuti pola pikir ini, hal ini terbukti dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan
hal sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara
itu. Undang-Und ang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya
Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-
aturan dasar y ang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
meskipun tidak tertulis.

Konstitusi berasal dari istilah Latin constituere, yang artinya menetapkan atau
menentukan. Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur
hak dasar dan kewajiban warganegara suatu negara, perlin-dungan warganegara dari
tindak sewenang-wenang sesama warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga
menentukan tatahubungan dan tatakerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga
terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuan dan
wawasan yang dianutnya.

Begitu banyak definisi tentang konstitusi, namun dari definisi-definisi tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah:

1. Keseluruhanperaturan-peraturandasar suatubangsa, negaraatau organisasipolitik,

body politics, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

4 Kaelan MS., Op.Cit., hal. 122
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2. Berisi ketentuan-ketentuan yang menetapkan pendistribusian kekuasaan yang
berdaulat pada unsur, unit atau lembaga yang terdapat dalam organisasi politik
atau negara dimaksud, secara horizontal dan vertikal dalam kehidupan bersama;

3. Peraturan-peraturandasar tersebut mengan-dung prinsip-prinsipdannorma-norma
yang mendasari kehidupan bersama;

4. Mengatur hak dan kewajiban dari segala unsur yang terlibat dalam kehidupan
berma-syarakat dan atau bernegara;

5. Menjamin dan melindungi hak-hak tertentu rakyat atau anggotanya.

Konstitusi mod e rn lahir didorong oleh kesadaran manusia akan kedudukan,
hak dan kewajiban manusia sebagai ciptaan Tuhan dalam mengatur tatahubungan
bermasyarakat d an bernegara. Para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J.
Rousseau memberikan saham yang sangat besar bagi kelahiran konstitusi modern ini.
Bersendi dari gagasan para filsuf inilah yang kemudian melahirkan konstitusi modern
pertama di Amerika Serikat dan Perancis.

Konstitusi modern bukan hanya merupakan usaha manusia untuk melindungi
dirinya dari tindak kesewenang-wenangan antara sesama manusia dan penguasa, tetapi
lebih bersifat upaya untuk merealisasikan hak asasi manusia, bagaimana kebebasan
individu, dan kesetaraan dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya
dapat terselenggara dengan sepatutnya.

Makna Pembukaan suatu Undang-Undang Dasar

Salah satu bagian yang penting dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah
Pembukaannya, yang biasa disebut juga dengan istilah Preambule atau Mukaddimah.
Dalam Pembukaan suatu UUD atau Konstitusi terkandung prinsip atau pandangan
filsafat yang menjadi dasar perumusan pasal-pasal Batang Tubuh Konstitusi, yang
dijadikan pegangan dalam hidup bernegara. Berikut disampaikan perbandingan antara
Preamble Konstitusi Amerika Serikat dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar dari

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Konstitusi Amerika Serikat

Rumusan Preamble Konstitusi Amerika adalah sebagai berikut:

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Jus-

tice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general

Welfare, and secure the Blessing of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and

establish this Constitution for the United States of America.

Untuk lebih memahami isi Preamble Konstitusi Amerika Serikat ini perlu kita fahami
pandangan filsafat yang terdapat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang
terdapat dalam alinea pertama yang rumusannya adalah sebagai berikut:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are en-

5 Jazim Hamidi, dkk, Teori Hukum Tata Negara — A Turning Point Of The State, Salemba Humanika, Jakarta, 2012,
hal. 97
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dowed by their Creator with certain analienable Rights, that among these are Life, Liber-
ty, and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Government are instituted
among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.

Dari alinea pertama Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan dari Preamble
Konstitusi Amerika Serikat dapat kita temukan prinsip-prinsip dan konsep dasar yang
dijadikan landasan penyelenggaraan Negara Amerika Serikat. Prinsip dan konsep dasar
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bangsa Amerika mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang setara, dan
mengaruniai hak-hak tertentu yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Hak-
hak tersebut di antaranya adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar
kebahagiaan.

2. Sumber kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat yang diperintah. Kekuasaan
diterapkan berdasar persetujuan yang diperintah. Inilah prinsip pemerintahan
demokrasiyaknijust powersfromtheconsent of thegoverned,sepertiyang diungkapkan
oleh Abraham Lincoln (1809 - 1865) presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang
menyata-kan “government from the people, by the people and for the people.”

3. Konstitusiyangdisusuntersebutdiharapkandapatmewujudkan (a) moreperfectunion
— persatuan yanglebih sempurna, (b) justice — keadilan, (c) tranquility — ketenangan,
(d) commondefence—pertahananbersama, (e) general welfare - kesejahteraan umum,
dan merealisasikan liberty — kebebasan. Sejak awal dan sampai kini tidak berubah,
bangsa AmerikaSerikatmenginginkanterwujudnyakesatuan,keadilan,ketenangan,
keamanan dan terealisasikannya kebebasan dalam kehidupan bernegara. Prinsip-
prinsip inilah yang dapat kita amati praktek kehidupan kenegaraan di Amerika
Serikat.

b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Perlu dicermati
rumusan Pembukaan UUD 1945 dimaksud. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya;
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
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Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Marilah kita pahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD ini.

1. Sumber Kekuasaan

a. Dialinea ketiga disebutkan bahwa “pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu
atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” yang bermakna bahwa kemerdekaan
yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat
dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di
atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta
ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam
menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber
dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam dasar negara
sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa “Negara Republik
Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,” yang berarti bahwa sumber
kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab
I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, .

c. Dari frase-frase terbut di atas jelas bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur
kehidupankenegaraandanpemerintahandiNegara Kesatuan Republik Indonesiaini
bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Terdapat dua sumber kekuasaan
yang diametral.

d. Perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
bersumber dari dua sumber kekuasaan tersebut. Perlu pemikiran baru bagaimana

meng-integrasikanduasumberkekuasaantersebutsehinggatidakterjadikontroversi.

2. Hak Asasi Manusia

Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak
terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak
bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak frase yang berisi muatan
hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa rumusan yang menggambarkan
tentang kepedulian para founding fathers tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945.

1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk

“menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas,”salah satu hak asasi manusia
yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia.
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2. KemerdekaanNegaralndonesiabercirimerdeka,bersatu,berdaulat,adildanmakmur,
merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak
kebebasandanmengejarkebahagiaandiakuidiNegaraKesatuan Republik Indonesia.

3. Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan
tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan,
perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan
kesetaraan.

4. Sementara pasal 27, 28, 29, 30dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal-
pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia.

Dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dan beberapa pasal
dalam UUD 1945 telah memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Tidak benar
bila UUD 1945 yang asli tidak mengakomodasi hak asasi manusia dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, apalagi setelah diadakan perubahan UUD.

3. Sistem Demokrasi

Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam alinea ke-empat yang
menyatakan:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Frase ini
menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.

Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun
dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di
Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang
Maha Esa sekaligus dari rakyat.® Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia
pernah berkembang yang disebut “demokrasi terpimpin,” suatu ketika “demokrasi
Pancasila,” ketika lain berorientrasi pada faham liberalisme.

4. Faham Kebersamaan, Kegotong-royongan

Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda
dengan konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdi pada
kepentingan individu. Begitu banyak istilah bangsa diungkap dalam Pembukaan UUD
1945. Nampak dengan jelas bahwa maksud didirikannya Negara Republik Indonesia
yang utama adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal
ini dapat ditemukan dalam frase sebagai berikut:

6 Jazim Hamidi, dkk, Teori Hukum Tata Negara — A Turning Point Of The State, Salemba Humanika, Jakarta, 2012,
hal. 141
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a. MisiNegaradiantaranya adalah “melindungisegenapbangsalndonesiadanseluruh
tumpahdarahIndonesia,”bukanuntuk melindungimasing-masingindividu. Namun
dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan.

b. Yangingindiwujudkandenganberdirinya NegaraIndonesiaadalah;”’suatukeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indnesia.” Sekali lagi dalam rumusan tersebut tidak
tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan
rakyat Indonesia.

Dari uraian yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembukaan
UUD 1945 dan beberapa pasalnya mengandung prinsip-prinsip yang mencerminkan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai
berikut :

a. Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, wajib bersyukur atas
segala rahmat dan karuniaNya. Sehingga merupakan hal yang benar apabila
manusia berterima kasih atas kasih sayangNya, tunduk pada segala perintahNya
dan mengagungkan akan kebesaranNya.

b. Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan dan didudukkan sesuai
dengankodrat, harkatdan martabatnyasebagaiciptaan Tuhan. Manusiadiakuiakan
hak-haknya,diakuiperbe-daannya,namundiperlakukandalamkoridorhakikatyang
sama. Keanekaragaman individu ditempatkan dalam konteks Bhinneka Tunggal
Ika. Pengakuan keanekaragaman adalah untuk merealisasikan amanah Tuhan
Yang Maha Esa, yakni untuk menciptakan kebaikan, kelestarian dan keharmonian
dunia.

c. Manusia yang menempati puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dan
dari pulau Miangas sampai pulau Rote membentuk suatu kesatuan geographical
politics, memiliki sejarah hidup yang sama, sehingga terbentuk karakter yang sama,
memiliki cita-cita yang sama, merupakan suatu bangsa yang disebut Indonesia
yang memiliki jatidiri sebagai pembeda dengan bangsa yang lain. Jatidiri tersebut
tiada lain adalah Pancasila yang menjadi acuan bagi warga-bangsa dalam bersikap
dan bertingkah laku dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berbangsa dan
bernegara.

d. Bangsa Indonesia dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi bersama,
memilih cara yang disebut “musyawarah untuk mencapai mufakat,” suatu cara
menghormati kedaulatan setiap unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Hal
ini yang merupakan dambaan bagi setiap manusia dalam hidup bersama.

e. Manusia dalam kehidupan bersama bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan.
BagibangsaIndonesiacita-citatersebutadalah kesejahteraanbersama, kemakmuran
bersama. Tiada akan ada artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran

pribadi tanpa terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
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Apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila ini diterapkan secara nyata
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan
yang disyaratkan, maka akan tercipta suasana kehidupan yang selaras, serasi dan
seimbang, sehingga akan terasa suasana nyaman, nikmat dan adil.”

Selaras atau harmoni menggambarkan suatu situasi yang tertib, teratur, damai,
tenteram dan sejahtera bahagia. Hal ini disebabkan oleh karena masing-masing unsur
yang terlibat dalam kehidupanbersama memahamidengan sungguh-sungguh kedudukan,
hak dan kewajiban serta perannya dalam kehidupan bersama sesuai dengan kodrat
dan sifat alami yang dikaruniakan oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tiada lain adalah
semata-mata demi kemaslahatan ummat manusia dan alam semesta. Situasi semacam

ini yang akan mengantar manusia dalam situasi kenikmatan duniawi dan ukhrowi.
C. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika

Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Dalamrangkamembentukkesatuandarikeanekaragamantidakterjadipembentukan
konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur
atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat begitu aneka
ragam agama dan kepercayaan. Dengan ke-tunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak
dimaksudkanuntukmembentukagamabaru.Setiapagamadiakuisepertiapaadanya,
namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari common denominator, yakni
prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yag memiliki kesamaan, dan common
denominatoriniyangkitapegangsebagaike-tunggalan,untukkemudiandipergunakan
sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan
adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Faham Bhinneka Tunggal Tka, yang oleh
Ir Sujamto disebut sebagai faham Tantularisme, bukan faham sinkretisme, yang
mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang
datang dari luar.

2. Bhinneka Tunggal Tka tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna
bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya
yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak
lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan
yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk

kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Tka

7 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 37
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bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak
memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

3. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku
semu. Bhinneka Tunggal Tka dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai,
saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara
demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.

4. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan
yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik
temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi
oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Tka mendukung
nilai: (1) inklusif, tidak bersifat eksklusif, (2) terbuka, (3) ko-eksistensi damai dan
kebersamaan, (4) kesetaraan, (5) tidak merasa yang paling benar, (6) tolerans, (7)
musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Suatu
masyarakat yang tertutup atau eksklusif sehingga tidak memungkinkan terjadinya
perkembangan tidak mungkin menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan
kuatnya, serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa. Sifat terbuka
yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga
keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan
terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat
menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak
yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik
dan multikutural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD
1945.8

Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi
peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi
kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan
daerah harus dari putra daerah , menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang
semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya
perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat
yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.
Implementasi Bhineka Tunggal Ika

Setelah kita fahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Tka,

maka langkah selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini

diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8 Ibid, hal. 45
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1. Perilaku inklusif.

Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Tka
memandangbahwadirinya,baikitusebagaiindividuataukelompok masyarakatmerasa
dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas.

2. Mengakomodasi sifat pluralistik

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk
oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan
bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah
demikianjauhpulauyangsatudaripulauyanglain. Tanpamemahamimaknapluralistik
dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat,
dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati,
mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya
secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi
kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-bangsa
Indonesia.

3. Tidak mencari menangnya sendiri

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya

sendiriyangpalingbenar,dirinyaataukelompoknyayangpalinghebatperludiaturdalam
menerapkanBhinnekaTunggallka. Dapatmenerimadanmemberipendapatmerupakan
hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk
dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang
harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman.
Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan
pendekatan “musyawa-rah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang
harusdijadikan kesepakatanbersama, tetapicommondenominator,yakniinti kesamaan
yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul
diakomodasi dalam kesepa-katan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah
yang biasa disebut sebagai win win solution.

5. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus
dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki
harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila
pelaksanaan Bhnneka Tunggal Ika menerap-kan adagium “leladi sesamining dumadi,
sepi ing pamrih, rame ing gawe, jer basuki mowo beyo.” Eksistensi kita di dunia adalah

untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi
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dangolongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan,sekurang-kurangnya

mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud.

Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan

ketepatannyabagilandasan kehidupanberbangsadanbernegara, sertamaudan mampu

mengimplementasikan secara tepat dan benar insya Allah, Negara Indonesia akan

tetap kokoh dan bersatu selamanya.

D. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang

legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan

terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat

mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian sepenuhnya terletak pada

pemerintah pusat.’ Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi.

Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para founding fathers tentang negara

kesatuan ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.™

a.

Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, di antaranya mengusulkan
sebagai dasar negara yang akan segera dibentuk adalah faham kebangsaan, sebagai
landasanberdirinyanegarakebangsaanataunationalestaat.Berikutkutipanbeberapa
bagian dari pidato tersebut. “Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir
d’etre ensemble, adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 2 milyun.
Rakyatinimerasadirinyasatukeluarga. Tetapi Minangkabaubukan suatu kesatuan,
melainkan hanya satu bagian daripada satu kesatuan. Penduduk Yogya pun adalah
merasa le desir d’etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya sebagian kecil daripada satu
kesatuan. Di Jawa Barat Rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre ensemble,
tetapi Sunda pun satu bagian kecil daripada kesatuan.

Dari kutipan pidato tersebut tidak dapat dijadikan landasan argumentasi bagi
terbentuknya negara kesatuan. Apalagi kalau kita ikuti lebih lanjut pidato Bung
Karno yang justru memberikan gambaran negara kebangsaan pada negara-negara
federal seperti Jermania Raya, India dan sebagainya. Dengan demikian sila ketiga
Pancasila “persatuan Indonesia,” tidak menjamin terwujudnya negara berbentuk
kesatuan, tetapi lebih ke arah landasan bagi terbentuknya negara kebangsaan atau
nation-state.

Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para founding fathers lebih
mendasarkan diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu

perjuangankemerdekaansampaipersiapankemerdekaanbangsalndonesia.Penjajah

9
hal. 23
10

Pilipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Uniersity Press, Yogyakarta, 2008,

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Ber-

negara, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013, hal. 32-34
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menerapkanpendekatandevideetimpera,ataupecahdankuasai. Pendekatantersebut
hanya mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan. Sejarah membuktikan
bahwa perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan
memecah dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan dasar
dalam menentukan bentuk negara kesatuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah bentuk dari negara Indonesia,
dimana negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, selain itu juga bentuk
negaranya adalah republik, kenapa NKRI, karena walaupun negara Indonesia terdiri
dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan
bangsa yang bernama Indonesia.

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan
dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa
proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan
kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat
saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif
berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah
melengkapipersyaratanberdirinyanegarayaituberupapemerintah yangberdaulatdengan
mengangkatPresidendan Wakil Presiden,sehinggaPPKIdisebutsebagaipembentuknegara.
Disamping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuan negara.
Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara kesatuan
karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang
memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik
(persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan
negara mengutamakan kepentingan umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan
semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi
segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kita tentunya sudah tahu bahwa syarat berdirinya sebuah negara ada empat, yaitu
memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintahan dan adanya pengakuan
dari negara lain. karena memenuhi empat syarat itulah kemudian Negara Indonesia
lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI lahir dari
pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan
keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati.
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NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa.
Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan konflik di
Indonesia dapat diselesaikan. “Demi NKRI, apa pun akan kita lakukan. NKRI adalah
hal pokok yang harus kita pertahankan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas dapat dikesimpulkan sebagai berikut:
Keprihatinan terhadap hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah agaknya yang
menginspirasi Taufik Kiemas mengeluarkan gagasan Empat Pilar Kebangsaan. Memang
kalau dicermati empat pilar ini memanglah penyanggah persatuan dan kesatuan bangsa,
dan empat pilar inilah yang menjadi inspirasi kekuatan para pejuang kemerdekaan
Republik Indonesia, yang terus digelorakan sebagai penyemangat perjuangan mereka,
lantas bagaimanakah dengan saat ini? Kita sudah kehilangan Roh ke empat pilar
tersebut, melihat segala realita yang sedang terjadi di negara Indonesia ini.

Bangsa ini terutama para pemimpinnya sudah mengalami degradasi moral secara
signifikan, melakukan tindak kejahatan korupsi bukan lagi dianggap sesuatu yang
memalukan, kejahatan korupsi sudah dianggap prestasi dalam mengumpulkan pundi-
pundi kekayaan, mengumpulkan kekayaan menjadi tugas utama mereka saat menjadi
pejabat negara, sehingga tugas negara terabaikan begitu saja. Sungguh suatu hal yang
sangat memilukan, melihat kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan 4 pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka sudah saatnya gagasan empat pilar oleh Taufik Kiemas tersebut sudah
selayaknya dilanjutkan dan diimplementasikan secara benar, agar negara ini tidak
melupakan bahwa negara ini mempunyai 4 pilar penting yang harus selalu dijaga dan

juga harus dijalankan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.
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